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ABSTRACT

The application of strategic planning style for regional development planning that has been
started in Indonesia arises a question: can the style also be applied for urban spatial planning?
Some literatures have provided theoretical concepts. In addition, some urban cases in the world
have concluded two models of urban spatial strategic planning: (1) spatial plan goes hand-in-
hand cohesively with the regional development strategic plan, and (2) regional development
plan acts as umbrella for all other plans including spatil plan, Based on the assessment on these
two niodels, two alternative models for the application of strategic planning for urban spatial

planning in Indonesia are proposed.

I. PENDAHULUAN

Perencanaan keruangan perkotaan selama
ini di Indonesia, yang antara lain mengha-
silkan produk rencana tata ruang wilayah
(RTRW), berbasis perencanaan komprehen-
sif rasional. Di lain pihak, perencanaan
pembangunan daerah, dengan produk beru-
pa Repelitada, cenderung mulai bergeser
dari perencanaan komprehensif ke perenca-
naan strategis (dengan produk berupa Rens-
tra). Pergeseran tersebut baru pada tahap
ide dan pemikiran (antara lain, oleh Djuna-
edi, 1995) sampai dengan semacam “pilot
project”, yaitu beberapa dati Il lewat pro-
yek PKPK (Depdagri) telah menyusun ren-
stranya (meskipun tujuannya untuk pening-
katan kapasitas SDM).

Setelah gaya atau sfyle perencanaan strate-
gis mulai diterima dalam perencanaan pem-
bangunan daerah, pertanyaan berikutnya
adalah: apakah gaya tersebut juga mungkin
diterapkan dalam perencanaan keruangan
perkotaan? Menjadi tujuan dari tulisan ini
untuk melemparkan suatu usulan tentang
hal tersebut, dengan harapan akan muncul
perdebatan dan pemikiran yang berkem-
bang sebagai tanggapan terhadap usulan ini.

Dalam melempar “pancingan” untuk perde-
batan tersebut, pertama, dalam tulisan ini
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disajikan kajian pustaka tentang perenca-
naan keruangan strategis (strategic spatial
planning}. Pada bagian kedua, dipresentasi-
kan temuan dari survei terhadap praktek pe-
rencanaan strategis yang terkait dengan pe-
rencanaan keruangan. Temuan ini meliputi
dua model. Bagian ketiga diawali dengan
kajian tentang dua alur perencanaan di In-
donesia yang selama ini terasa terpisah,
yaitu: perencanaan pembangunan daerah
dan perencanaan keruangan wilayah (mes-
kipun ada yang mengatakan “rencana keru-
angan merupakan matra ruang dari rencana
pembangunan”; tapi pada prakteknya, hal
ini jarang sekali terjadi). Bagian ketiga ditu-
tup dengan usulan tentang alternatif model
penerapan perencanaan strategis tata ruang
perkotaan di Indonesia, sebagai pancingan
untuk perdebatan dan tanggapan pemikiran
dari para akademisi dan praktisi perencana-
an.

H. BEBERAPA PENDAPAT PUSTA-
KA TENTANG PERENCANAAN
KERUANGAN STRATEGIS

Kajian pustaka tentang perencanaan keru-
angan strategis ini dimulai dengan bahasan
secara singkat tentang pustaka berkaitan de-
ngan perencanaan strategis untuk sektor pu-
blik. Selanjutnya, kajian pustaka dalam hal
perencanaan keruangan strategis (strategic
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spatial planning) bersumber dari beberapa
pustaka yang menjelaskan ide atau konsep/
pemikiran tentang perencanaan keruangan
strategis tersebut,

2.1 Konsep Perencanaan Strategis Un-
tuk Sektor Publik

Secara singkat, berdasar rangkuman dari

beberapa pustaka (antara lain: Bryson,

1988; Bryson dan Einsweiler, 1988; Gor-

don, 1993; Djunaedi, [995), perencanaan

strategis untuk sektor publik mempunyai
karakteristik sebagai berikut:

(1) Dipisahkan antara rencana strategis de-
ngan rencana operasional. Rencana
strategis memuat antara lain: visi, misi,
dan strategi (arahan kebijakan); sedang-
kan rencana operasional memuat pro-
gram dan rencana tindakan (aksi).

(2) Penyusunan rencana strategis melibat-
kan secara aktif semua stakeholders di
masyarakat {(dengan kata lain, Pemerin-
tah bukan satu-satunya pemeran dalam
proses perencanaan strategis).

(3) Tidak semua isu atau masalah dipilih
untuk ditangani. Dalam proses perenca-
naan strategis, ditetapkan isu-isu yang
dianggap paling strategis atau fokus-fo-
kus yang paling diprioritaskan untuk di-
tangant.

(4) Kajian lingkungan internal dan ekster-
nal secara kontinyu dilakukan agar pe-
milihan strategi selalu “up to date” ber-
kaitan dengan peluang dan ancaman di
lingkungan luar dan mempertimbang-
kan kekuatan dan kelemahan yang ada
di lingkungan internal.

Karakteristik tersebut diilustrasikan pada
gambar 1.

2.2 Konsep perencanaan Keruangan
strategis

Dalam pustaka terdapat dua macam pemi-
kiran yang berbeda (meskipun sama-sama
menggunakan istilah “strategis”) tentang
perencanaan keruangan strategis. Macam
pertama bersumber dari konsep “rencana
struktur” dalam perencanaan keruangan
perkotaan di Inggris. Rencana struktur me-
muat strategi (garis besar, kerangka) pena-

Vol.12, No.1/Maret 2001

nganan Keruangan kota yang dioperasional-
kan dengan “rencana lokal”, Macam kedua
bersumber dari manajemen perusahaan
yang telah lama memakai perencanaan stra-
tegis (corporate strategic planning). Pada
awalnya dua macam pustaka ini tidak ber-
kaitan, tetapi beberapa ahli mulai mengka-
itkan keduanya. Misalnya, di Eropa diang-
gap sebagai inovasi (Healey dkk, 1997),
meskipun sejak lama strategic structure
planning teiah ada di Inggris (fapi bukan
berkarakter corporate strategic planning).

2.2.1 Konsep perencanaan struktur
strategis (keruangan) dan per-
kembangannya

Healey {dalam Healey dkk, 1997: 3) me-
nyebutkan bahwa pendekatan strategis ter-
hadap pengaturan guna lahan dan investasi
pembangunan keruangan kota dan daerah
telah menjadi konsep yang dominan di ba-
nyak negara Eropa pada tahun 1960an. Pa-
da akhir 1980an dan terutama pada tahun
[990an terjadi evolusi terhadap pendekatan
strategis tersebut,

Sistem perencanaan keruangan di sebagian
besar negara Eropa, sejak tahun 1960an,
mempunyai struktur yang formal, yaitu ada-
nya hierarki rencana yang menurun dari
atas ke bawah, yaitu dari tingkat nasional,
ke regional, sampai ke rencana lokal tata
ruang. Hal ini berdasar asumsi bahwa kebi-
jakan nasional melalui para politisi, profe-
sional dan administrator dapat diterjemah-
kan ke rencana perubahan guna lahan dan
pembangunan di tingkat lokal. Dengan de-
mikian, rencana tata ruang menjadi kunci
utama penterjemahan kebijakan pemba-
ngunan sektor publik dari atas ke tingkat lo-
kal. Tetapi, seringkali pendekatan “dari atas
ke bawah” ini menjadi tidak efektif dalam
kondisi sektor non-publik yang lebih dina-
mis. Mereka kemudian melakukan kegiat-
an proaktif informal dan bentuk-bentuk ne-
gosiasi untuk menerobos “kekakuan biro-
krasi” pembangunan tersebut (Healey da-
lam Healey dkk, 1997: 10).

Mulai tahun 1980an, terjadi gelombang de-
sentralisasi pemerintah yang mereduksi
pendekatan “dari atas ke bawah” tersebut.
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RENCANA STRATEGIS:
antara lain memuat: Visi, Misi, Isu-isu Strategis, dan Strategi

RENCANA OPERASIONAL:
antara lain memuat: Program dan Proyek/Rencana Tindakan

TINDAKAN / AKSI

Gambar 1: Proses dan macam bagian perencanaan strategis

Selain itu, kapasitas dan kompetensi sektor
politik dan publik mulai dipertanyakan oleh
pihak swasta dan masyarakat, sehingga di-
perlukan ide atau pemikiran baru tentang
sistem perencanaan keruangan di Eropa saat
itu, Salah satu ide tersebut adalah reposisi
peran perencanaan keruangan dari “provi-
ding” (memberikan arahan/kerangka pe-
manfaatan ruang dan menyediakan prasa-
rana pembangunan) menjadi “enabling”
(memberi peluang terjadinya investasi dan
pembangunan). Juga dari mengatur menjadi
mendorong atau menstimuli pembangunan
{Healey dalam Healey dkk, 1997: 10-12).

Berdasar kajian terhadap kecenderungan
pergeseran perencanaan strategis keruangan
di beberapa negara Eropa tahun 1990an,
Healey dkk (1997: 283-287) merumuskan
temuan sebagai berikut:

(1) Terjadi pergeseran peran dalam penyu-
sunan rencana, dari sektor publik (pe-
merintah) sebagai pemeran utama ke
kolaborasi aktif antar unsur di masya-
rakat.

(2) Lokus pembuatan rencana strategis ke-
ruangan berada di tingkat lokal atau
masyarakat (terdesentralisasikan, bukan
di tingkat nasional maupun regional).

(3) Proses perencanaan strategis merupa-
kan proses pembelajaran masyarakat,
dalam arti semakin lama semakin ma-
pan dalam sumberdaya kelembagaan
maupun dalam hal cara melakukan pe-
rencanaan. Dalam proses pembelajaran
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ini terbangun: intellectual capital, soci-
al capital, dan political capital.

(4) Pertimbangan ekonomi menjadi unsur
yang dominan, dan hal ini mendorong
pergeseran dari peran Pemerintah seba-
gai pembuat alokasi dan peraturan men-
Jjadi lebih proaktif (dalam arti mensti-
muli pembangunan).

(5) Terjadi kecenderungan kuat untuk
membangun nilai lebih bagi “tempat”
berkaitan dengan upaya pemasaran kota
dalam kompetisi global antar aset keru-
angan perkotaan. Upaya pemasaran ini
terkait pula dengan pembangunan kesa-
daran tentang wilayah/tempat/ruang di
antara berbagai stakeholders lokal.

(6) Terbangun kesadaran bahwa “membuat
strategi juga berarti membuat pasar ma-
kin potensial”. Hal ini menyebabkan di-
terimanya arahan atau rencana strategis
yang mampu meningkatkan potensi pa-
sar (investasi dan pembangunan).

2.1 Konsep perencanaan strategis keru-
angan mengacu pada perencanaan
strategis perusahaan

Sistem perencanaan keruangan di Inggris
menganut sistem dua tingkatan, yaitu: ren-
cana struktur yang bersifat strategis (berisi
arahan atau kerangka garis bersar pengem-
bangan) dan rencana lokal (yang menekan-
kan pada tata ruang atau guna lahan). Ter-
hadap sistem perencanaan struktur strategis
keruangan yang berlaku di Inggris tersebut,
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Bruton dan Nicholson (1985) melayangkan

kritik yang mencakup tiga hal, yaitu:

(1) Rencana lokal tata ruang “terlalu™ me-
nekankan pada isu fisik keruangan le-
bih dari kebijakan sosial dan ekonomi.
Rencana tersebut mengatur perubahan
guna lahan, tapi kurang mewadahi dina-
mika perubahan sosiai-ekonomi akibat
kebijakan dari sektor publik dan atau
sektor swasta.

(2) Rencana lokal tata ruang kurang terkait
dengan ketersediaan sumberdaya yang
diperfukan untuk mengimplementasi-
kan rencana tersebut. Dalam praktek-
nya, pengalokasian sumberdaya berada
di tangan para pembuat kebijakan sosial
-ekonomi, baik dari sektor publik mau-
pun sektor swasta/masyarakat.

(3) Kurangnya instrumen implementasi
(karena alur strategi sosial-ekonomi ti-
dak tersalurkan sampai ke tingkat pa-
ling bawah, yaitu implementasi).

Bertolak dari kritik tersebut, Bruton dan
Nicholson {1985) mengusulkan agar peren-
canaan guna lahan di Inggris mengadopsi
perencanaan strategis yang biasanya dipa-
kai dalam manajemen perusahaan. Alasan-
nya, perencanaan guna lahan periu dilihat
sebagai bagian dari sistem perencanaan
yang lebih luas yang mencakup juga peru-
bahan sosial dan ekonomi, dan peran peren-
cana perlu berubah, tidak lagi menjadi
penghasil rencana, tapi perlu dapat menjadi
manajer perubahan.

Perencanaan strategis yang dimaksud di.

atas terkait dengan pengambilan keputusan
strategis yang umumnya menjadi wewe-
nang pimpinan perusahaan, yang kemudian
diimplementasikan dengan keputusan admi-
nistratif dan operasional. Dalam hal perko-
taan, Bruton dan Nicholson (1985 25)
menjelaskan bahwa keputusan strategis ber-
tujuan untuk mengelola perubahan sosial
dan ekonomi yang melibatkan pengem-
bangan fisik keruangan kota. Dalam meng-
koordinasikan perubahan tersebut, perlu di-
buat rencana dan peraturan untuk mencapai
perubahan sosial dan ekonomi yang diha-
rapkan, dengan mempertimbangkan faktor-
faktor lingkungan fisik. Dengan demikian,
perencanaan guna lahan merupakan bagian
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terintegrasi dari proses perencanaan stra-
tegis di sektor publik dan digunakan untuk
mencapai perubahan sosial dan ekonomi
yang diharapkan.

Strategi jangka paniang, menurut Bruton
dan Nicholson (1985: 28), meliputi dua un-
sur. Unsur pertama berupa kebijakan strate-
gis pengembangan sosio-ekonomi wilayah,
sedangkan unsur kedua menterjemahkan
kebijakan tersebut dalam bentuk strategi
keruangan. Strategi jangka panjang tersebut
dioperasionalkan dalam suatu rencana atau
program pembangunan jangka pendek de-
ngan mempertimbangkan strategi keruang-
an dan alokasi sumberdaya yang tersedia.
Pemikiran Bruton dan Nicholson tersebut
dapat diifustrasikan secara sederhana se-
perti tertihat pada gambar 2.

1II. DUA MODEL PRAKTEK PEREN-
CANAAN STRATEGIS TERKAIT
DENGAN KERUANGAN KOTA

Dalam kajian ini telah dilakukan suatu sur-
vei pengumpuian informasi lewat internet
maupun publikasi tercetak. Tujuan survei
ini terutama untuk mengumpulkan publika-
si dan informasi yang terkait dengan prak-
tek perencanaan strategis perkotaan di be-
berapa negara. Kasus kota-kota yang infor-
masi rencana strategisnya dapat dikumpul-
kan dalam kajian ini adalah Grand Prairie
(Alberta, Canada), Springboro, Ohio dan
Rochester, New York (Amerika Serikat),
Adelaide dan Northwest Melbourne (Aus-
tralia), dan Kwekwe (Zimbabwe). Kajian
terhadap praktek-praktek ini terutama difo-
kuskan pada aspek keruangan dalam peren-
canaan strategis, dan dari kajian ini didapat
dua model, seperti dibahas berikut ini.

3.1 Model pertama: rencana strategis
pengembangan kota “berjalan ber-
iringan secara kohesif” dengan ren-
cana fisik keruangan kota

Model pertama diamati dari kasus Grand
Prairie {Alberta, Canada, publikasi 1995a,
1995b, 1997, 1999, 2000). Dalam model
ini, perencanaan strategis “berjalan ber-
iringan secara kohesif” dengan perencanaan
fisik keruangan. Perencanaan fisik telah la-

Jurnal PWK - 19



TINGKAT
STRATEGI}) ["GTRATEGI SOSIAL | Diterjemahkan ke _ | STRATEGI
& EKONOMI KERUANGAN
TINGKAT
PROGRAME [ bR OGRAM ALOKASI
PEMBANGUNAN SUMBER DAYA
TINGKAT
e aan | IMPLEMENTASI

Gambar 2: Alur implementasi strategi pembangunan
(diilustrasikan dari pembahasan di atas)

v

SWOT
Analysis

Council’s
Strategic Plan

Plans

Departmental
Strategic Plans

Resource
Allocation

v

Budgets

v

Performance
Review

4

Where are we now and how are we doing?

What are the internal strengths and weaknesses?

What are the external opportunities and threats?

What forces are driving change? How can we respond?
What are the barriers to business planning?

What do we want the city to be?
Where do we go from here?
How do we get there?

What is the department’s role?
Where do we go from here?
How do we get there?

What are the available resources?
What are the service priorities?
How should the services be delivered and by whom?

What is the service package going to cost?
Who will do what and when?
How will economic progress be measured?

How do actual accomplishments compare to the plans?
Was the effectiveness of the achievements measured?
How well did the planning process work?

What improvements are needed?

Gambar 3: Alur dan pertanyaan kunci dalam kerangka business planning di kota Grand

Prairie, Alberta, Canada

Sumber: Grand Prairie, Alberta, Canada, 1997: 4
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ma berjalan menggunakan gaya perencana-
an komprehensif, sedangkan perencanaan
strategis di kota ini baru mulai dipakai pada
tahun 1991. Produk perencanaan kompre-
hensif (fisik/keruangan) dalam kasus ini di-
sebut sebagai “master plan” atau “munici-
pal development plan”, sedangkan hasil pe-
rencanaan strategis disebut sebagai “strate-
gic plan” atau “strategic action plan”. Mu-
lai tahun 1993, dua alur gaya perencanaan
tersebut mulai “dipersatukan dan dikohesi-
kan” oleh dewan kota (city council, sema-
cam DPRD kota). Penyatuan tersebut dise-
but sebagai “business planning” dengan

alur dan pertanyaan kunci seperti terlihat

pada gambar 3,

Hasil penyatuan dan kohesi tersebut mem-
pengaruhi isi, baik rencana strategis mau-
pun rencana “komprehensif”, pengembang-
an kota (municipal development plan). Pada
rencana strategis, hal ini terlihat pada isu
strategis yang dipilih (mencakup pula isu
keruangan), sedangkan pada rencana kom-
prehensif terlihat dari penggunaan “strate-
gi” dalam manajemen pengembangan kota.

Rencana strategis tersebut memfokuskan
pada enam isu strategis (disebut sebagai bi-
dang fokus atau focus area), yaitu: (1} lead-
ing Northwestern Centre, (2) fiscal respon-
sibility, (3) internationally connected com-
munity, (4) safe community, (5) caring and
active community, (6) pride in a beautiful
northern city. Dua dari bidang fokus terse-

but berkarakter fisik keruangan (bidang fo-

kus ke 1 dan 6).

Penggunaan strategi dalam perencanaan
komprehensif pengembangan (keruangan)
kota terlihat sebagai growrh strategy, berda-
sar hasil analisis SWOT (strengths, weak-
nesses, opportunities, threats). Hasil ana-
lisis SWOT ini dipakai bersama, baik oleh
perencanaan strategis maupun perencanaan
komprehensif keruangan. Berbasis strategi
tersebut, perencanaan pengembangan ini
mengatur hal-hal sebagai berikut:
(1) Housing: (a) community development,
(b) residential development.
(2) Economic development. (a) industrial
development, (b) commercial develop-
ment.
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(3) Community services: (aj general com-
munity services, (b) open space, parks,
and recreation.

(4) Municipal services: (a) school, hospital
and library services, (b) protective ser-

© vices, (c) transportation, (d) utilities.

(5) Implemnentation.

Perencanaan komprehensif pengembangan
kota ini bersifat “lintas dinas/departemen”.
Selanjutnya, tiap dinas atau departemen pe-
merintahan kota mengembangkan rencana
strategisnya masing-masing berlandaskan
kebijakan strategis yang ditetapkan dalam
council’s strategic plan dan berdasar arahan
pengembangan keruangan kota dalam mu-
nicipal development pian. Pada kasus kota
Grand Prairie ini didapat publikasi yang
meringkas isi rencana-rencana strategis la-
yanan dinas-dinas kota, yaitu publikasi:
Service Area Strategic Plans:Executive
Summaries (1995). Tiap rencana strategi di-
nas memuat: mission, vision, focus areas &
goals. Dalam publikasi tersebut dicakup
empat layanan dinas-dinas, yaitw: (1) engi-
neering services, (2) planning and protec-
tive services, (3) community services, (4) fi-
nancial services.

Pada kasus kota Grand Prairie ini, disam-
ping perencanaan strategis yang dibuat un-
tuk cakupan dinas atau departemen kota, ju-
ga dibuat rencana strategis yang mempu-
nyai cakupan bagian (geografis) wilayah
kota. Publikasi tersebut adalah: Grand
Prairie Downtown Strategic Action Plan
(1995). Rencana ini dimaksudkan sebagai
bagian detail dari rencana pengembangan
keruangan kota (Municipal Development
Plan). Meskipun demikian, format dari ren-
cana ini juga dipengaruhi oleh format ren-
cana strategis, yaitu: memuat visi, berfokus
pada beberapa isu strategis saja, dan memu-
at kebijakan (strategi). Secara substantif, se-
bagian besar isinya tetap berkaitan dengan
fisik keruangan, yaitu berkaitan dengan: ci-
tra kota (image), layanan prasarana kota,
sirkulasi, dan guna lahan. Selain itu, renca-
na ini juga mencakup aspek peraturan per-
undangan, ekonomi dan keuangan.

Dari bahasan di atas dapat ditarik konsep
umum hubungan rencana strategis dengan
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rencana pengembangan keruangan dalam
model pertama ini—seperti terilustrasikan
pada gambar 4. Pemersatu dari dua macam
rencana tersebut adalah analisis SWOT.

Bila dikaitkan dengan ide teoritis Bruton
dan Nicholson (1985) tentang penerjemah-
an rencana strategis pembangunan daerah
ke rencana keruangan dalam tingkatan stra-
tegi/ kebijakan, maka model pertama ini
mempunyai dasar pemikiran dari Bruton
dan Nicholson tersebut tapi arah penerje-
mahannya tidak satu arah (lihat lagi gambar
2), tapi dua arah (bolak-balik) sehingga ter-
jadi kohesi antara kedua macam rencana
tersebut.

Suatu variasi penerapan model ini ditemui
di kota Oak Ridge, Tennessee yang dilapor-
kan dalam buku kajian kasus-kasus rencana
strategis di Amerika Serikat karya Kemp
{1992: 167, Fig. 13-1). Dalam kasus terse-
but dilakukan alur kohesi antara rencana
pembangunan daerah (rencana strategis) de-
ngan rencana keruangan komprehensif, se-
perti terlihat pada gambar 5.

3.1 Model kedua: rencana strategis pe-
ngembangan kota “memayungi”
rencana fisik keruangan kota

Model kedua ini diangkat (di-induksi) seca-
ra empiris dari kota-kota Springboro, Ohio

(2000) dan Rochester, New York (Amerika

Serikat, 1999), Adelaide (1999) dan North-

west Melbourne (Australia, 1999), dan

Kwekwe (Zimbabwe, 1994). Model kedua

ini mempunyai karakteristik sebagai beri-

kut:

(1) Dalam model ini, suatu rencana strate-
gis (pengembangan kota) menjadi ren-
cana utama yang bertindak sebagai in-
duk atau “payung” bagi rencana-renca-
na pengembangan sektoral dan pemba-
ngunan fisik keruangan. Dalam sifatnya
sebagai “payung”, maka rencana strate-
gis tersebut memuat baik strategi-state-
gi untuk masalah keruangan maupun
non-keruangan.

(2) Dalam rencana strategis yang mema-
yungi tersebut terdapat “perintah” (stra-
tegi atau aksi) untuk mengembangkan
secara lebih lanjut baik rencana strate-
gis sektoral/dinas/departemental mau-
pun rencana fisik keruangan.

(3) Karena berpayung pada suatu rencana
strategis, maka rencana fisik keruangan
Jjuga terpengaruh oleh gaya perencana-
an strategis (meskipun seandainya tetap
menggunakan gaya perencanaan kom-
prehensif).

Secara diagramatis, model kedua ini dapat
diilustrasikan seperti terlihat pada gambar
6.

Analisis SWOT

Rencana Strategis
(Pengembangan) Kota

Rencana Strategis '
Dinas/Departemen/Sektoral Kota

“kohesi”

¢

Rencana Pengembangan
Keruangan Wilayah Kota

Rencana Pengembangan Keruangan
Bagian Wilayah Kota

Gambar 4: Model Pertama: rencana strategis pengembangan kota berjalan bersama (secara
“kohesif”) dengan rencana pembangunan fisik keruangan kota
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{dentifikasi isuyisu perkotaan

4 Rencana Komprehensif

ImplementaSikan dan

Kumuskan tujuan ¢an sasaran
pengelolaan perkotaan -
eNtTIKAST a4 rencanakan

program-program il
penyediaan layanan

AIORAS KA
'sumberdaya =" evaluasi prograr-

program

Keterangan:

Perencanaan strategis
Perencanaan komprehensif

Gambar 5: Suatu penerapan Model Pertama (berjalan bersama secara kohesif antara
rencana strategis pengembangan kota dengan rencana komprehensif
keruangan) di kota Oak Ridge, Tennessee

Sumber: Kemp, 1992: 107, Fig. 13-1

Rencana Strategis (Pengembangan Kota)

Rencana Sirategis
Dinas/Departemen/Sektoral Kota

Rencana Pengembangan Keruangan
Kota atau Bagian Wilayah Kota

Gambar 6: Model Kedua: rencana strategis pengembangan kota memayungi semua rencana
strategis sektoral dan rencana pembangunan fisik keruangan

Sifat yang memayungi tersebut, misalnya
terlihat pada kasus Rencana Strategis kota
Springboro, Ohio (2000). Rencana strategis
tersebut memuat strategi-strategi yang ber-
kaitan dengan masalah keruangan maupun
non-keruangan, yaitu: (1) public safety, (2)
recreation facilities, (3} education facilities,
(4) public works, (5) leisure, library, arts
and culture, (6) traffic and transportation,
{7) health and human services, (8) strategic
comunity planning, (9) fiscal responsibility.

Yol.12, No.1/Maret 2001

Selain itu, rencana strategis kota tersebut,
memuat strategi atau aksi yang “memerin-
tahkan™ untuk lebih lanjut membuat renca-
na-rencana lain di bawah rencana strategis
tersebut. Misalnya: pada salah satu strategi
fisik keruangannya, yaitu untuk bidang
Traffic & Transportation, memuat perintah
aksi untuk “develop a master traffic plan
consistent with the goals of the Strategic
Vision and Strategic Plan”. Contoh lain un-
tuk masalah non keruangan, yaitu tentang
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Fiscal Responsibility, memuat perintah ak-
si: “Create an integrated multi-year Budget
& Muanagement Plan to accomplish the
Strategic Plan ™.

Payung keruangan dalam rencana strategis
juga dapat lebih “kental” dengan menco-
cokkannya dengan peta lokasi atau bahkan
peta strategi keruangan. Hal ini terjadi anta-
ra lain pada kasus-kasus rencana strategis
Northwest Melbourne (Australia), dan
Kwekwe (Zimbabwe,1994).

Dalam model kedua, di bawah payung ren-
cana strategis, disusun antara lain rencana
pengembangan fisik keruangan yang dipe-
ngaruhi oleh gaya perencanaan strategis.
Pengaruh gavya tersebut, misalnya tampak
pada kasus rencana fisik keruangan (com-
prehensive plan) kota Rochester, di negara
bagian New York (1999). Dalam rencana
komprehensif keruangan kota tersebut ter-
dapat unsur-unsur yang biasa dipakat dalam
perencanaan strategis, vaitu: vision state-
menti, city issues, goals & strategies. Penga-
ruh tersebut febih kuat pada versi terbaru
dari rencana komprehensif tersebut, yaitu;
penghilangan istilah rencana komprehensif
diganti dengan istilah yang *“tematik™ Ro-
chester 2010—The Renaissance Plan. Da-
lam rencana fisik keruangan terbaru terse-
but, disamping terdapat vision, juga tema-
tema (isu terfokus) strategis, yaitu (1) a re-
naissance of responsibility, (2) a rena-
issance of opportunity, (3) a renaissance of
COMPUALLY.

Dalam perencanaan keruangan untuk ba-
gian wilayah kota, baik dalam Model Perta-
ma maupun Model Kedua, terdapat kecen-
derungan untuk mengembangkan nilai lebih
yang strategis berkaitan dengan “pemasaran
wilayalh”, seperti yang diindikasikan juga
oleh Healey dkk (1997) pada kajian kasus
kota-kota di Eropa (lihat lagi kajian pustaka
di bagian depan tulisan ini). Contch rencana
keruangan seperti ini yang berdasar Model
Pertama, antara lain, Grand Prairie Down-
town Strategic Action Plan (1995); sedang-
kan yang berbasis Model Kedua, antara la-
in, rencana strategis Northwest Melbourne
(Australia, 1999).
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IV. PERENCANAAN KERUANGAN
STRATEGIS DI INDONESIA: DUA
ALTERNATIF MODEL

Dalam mengembangkan usulan bagi pe-
nerapan perencanaan strategis untuk keru-
angan perkotaan di Indonesia, pertama, di-
bahas secara singkat sistem perencanaan
yang ada saat ini di negara kita. Kedua, ber-
kaitan dengan model-model perencanaan
yang dikaji dari kasus-kasus praktek peren-
canaan strategis perkotaan di bagian depan,
dengan mempertimbangkan sistem perenca-
naan yang ada saat ini, dikembangkan usul-
an model-model penerapan perencanaan
strategis untuk keruangan perkotaan di In-
donesia.

4.1 Sistem Perencanaan Pembangunan
saat ini di Indonesia

Sistem perencanaan pembangunan yang
berlaku saat ini di Indonesia mengacu pada
Permendagri No. 9 tahun 1982 yang meng-
atur tentang P5D (Pedoman Penyusunan
Perencanaan dan Pengendalian Pembangun-
an Daerah). Berdasar pedoman tersebut da-
pat digambarkan secara sederhana hubung-
an antara perencanaan pembangunan daerah
dengan perencanaan keruangan wilayah se-
perti terlihat pada gambar 7. Untuk mem-
perjelas peran sektor swasta/masyarakat,
pada gambar tersebut ditambahkan posisi
peran swasta/masyarakat dalam pemba-
ngunan kota.

Sistem perencanaan PSD tersebut di atas di-
kembangkan berdasar gaya perencanaan
komprehensif rasional. Meskipun secara
resmi sistem perencanaan tersebut masih
berlaku, namun telah mulai banyak ide, pe-
mikiran dan bahkan proyek perintisan untuk
menerapkan gaya perencanaan strategis un-
tuk perencanaan pembangunan daerah, Hal
yang masih dipertanyakan adalah penerap-
an gaya perencanaan strategis ke perenca-
naan keruangan wilayah. Berkaitan dengan
ini, berdasar kajian kasus-kasus praktek pe-
rencanaan strategis keruangan di luar nege-
ri, di bagian depan tulisan ini telah diru-
muskan dua model penerapan perencanaan
strategis keruangan.
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POLA DASAR
PEMBANGUNAN
{(POLDAS)

RENCANA TATA
RUANG WILAYAH
(RTRW)

RENCANA
PEMBANGUNAN
LIMA TAHUN
DAERAH
(REPELITADA)

RENCANA
ANGGARAN
PEMBANGUNAN
(TAHUNAN)
DAERAH

(RAPBD)

PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
oleh Pemerintah

Keterangan:

Berkaitan langsung

L ]
a
L ]
L}
L ]
L
L
.

é Berkaitan tidak langsung (menjadi pertimbangan)

PELAKSANAAN
5> PEMBANGUNAN
oleh Swasta/Masyarakat

Gambar 7: Hubungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan
perencanaan keruangan dalam sistem perencanaan saat ini di

Indonesia

4.2 Usulan alternatif model penerapan
perencanaan strategis untuk peren-
canaan pembangunan daerah dan
perencanaan keruangan wilayah di
Indonesia

Pada era desentralisasi dan otonomi daerah
saat ini, seperti terjadi juga di Eropa
(Healey dkk, 1997), pendekatan “dari atas
ke bawah” (dalam arti rencana di tingkat
nasional “mendikte” rencana di tingkat da-
erah) mulai memudar, maka perencanaan di
daerah mestinya dapat menganut suatu mo-
del yang dipilih sendiri, sesuai dengan kon-
disi dan situasi setempat. Mempertimbang-
kan dua model tersebut di atas, sistem pe-
rencanaan yang ada saat ini, dan otonomi
daerah, diusulkan dua alternatif model pe-
rencanaan strategis keruangan wilayah un-
tuk Indonesia sebagai berikut:
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4.2.1 Model I: Perencanaan strategis
pembangunan daerah berjalan
beriringan secara kohesif dengan
perencanaan strategis tata ruang
wilayah

Model ini merupakan gabungan antara Mo-
del Pertama (dari kajian kasus-kasus prak-
tek perencanaan strategis Keruangan) de-
ngan sistem perencanaan P5D—diilustra-
sikan pada gambar 8.

Model 1 ini cocok untuk menjadi model
“transisional” yang berangkat dari model
P5D. Kesulitan utama yang mungkin diha-
dapi dalam pemakaian model ini terletak
pada upaya pengkohesian antara rencana
pembangunan dengan rencana tata ruang.
Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan
tersebut adalah menggabungkan tim pe-
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rencana dua macam perencanaan terse-but
dan menugaskan mereka untuk bersa-ma-
sama menyusun analisis SWOT. Hasil
analisis tersebut secara konsisten dipakai
bersama untuk melandasi baik rencana
pembangunan maupun rencana tata ruang.

4.2.2 Model [1: Rencana Strategis men-
jadi payung bagi rencana pemba-
ngunan daerah dan rencana tata
ruang wilayah

Model ini merupakan penerapan Model Ke-
dua dari kajian kasus-kasus praktek peren-
canaan strategis keruangan tersebut di atas.
Model Il diilustrasikan pada gambar 9.

Dapat dikatakan bahwa model kedua ini
merupakan perkembangan lfebih lanjut dari
model pertama. Pemersatu dari alur peren-
canaan pembangunan dengan perencanaan
tata ruang tidak hanya hasil analisis SWOT

tapi berupa rencana strategis. Syarat utama
penerapan model ini terletak pada komit-
men seluruh stakeholders di pemerintahan
dan masyarakat untuk selalu mengacu pada
rencana strategis dalam membuat rencana-
rencana yang lebih rinci berkaitan dengan
pembangunan daerah dan tata ruang wila-
yah.

Bersama model-model lain yang pernah
atau akan dikembangkan, dua model terse-
but di atas merupakan alternatif pilihan bagi
pemerintah daerah dalam menerapkan gaya
perencanaan strategis untuk penataan ruang
wilayahnya. Sebagai penutup, dengan lon-
taran usulan ini, diharapkan terjadi perde-
batan dan pengkajian lebih lanjut tentang
kemungkinan penerapan perencanaan stra-
tegis untuk penataan ruang wilayah-—dalam
konteks kebijakan otonomi daerah yang se-
dang bergulir.

Analisis SWOT

v

Rencana Strategis
Pengembangan Daerah

Rencana Strategis
Dinas/Departemen/Sektoral

!

Program Pemban gz;nan
Daerah

P,

PELAKSANAA
PEMBANGUNAN
oleh Pemerintah

“kohesi”

>

N . PELAKSANAAN

(

v

Rencana Strategis Tata Ruang
Wilayah

Rencana Strategis Pengembangan
Bagian Wilayah/ Kawasan

Misal: berkaitan dengan
“pemasaran wilayah”

Program Pengembangan Bagian
Wilayah/Kawasan

PEMBANGUNAN
leh Swasta/Masyarakat

Gambar 8: Model I: Perencanaan strategis pembangunan daerah berjalan beriringan secara
kohesif dengan perencanaan strategis tata ruang wilayah
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Rencana Strategis

v .

Rencana Strategis

K 4

Program Pembangunan
Daerah

A -

PELAKSANAA
PEMBANGUNAN
oleh Pemerintah

d' E v
&, Rencana Strategis Tata Ruang
Dinas/Departemen/Sektoral -mﬁ

v

Wilayah

v

Rencana Strategis Pengembangan
Bagian Wilayah/ Kawasan

Misal: berkaitan dengan
“pemasaran wilayah"

Program Pengembangan Bagian
Wilayah/Kawasan

Gambar 9: Model II: Rencana Strategis memayungi rencana pembanguna
daerah/sektoral dan rencana tata ruang wilayah
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